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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis diberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada Polres Blitar Kota untuk meningkatkan kualitas kinerja 

SDM dalam menangani kecelakaan lalu lintas dan mengutamakan upaya 

mediasi bagi korban dan pelaku yang mengakibatkan kemgian materi bagi 

korban. 

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-

undangan sebagai payung hukum pelaksanaan proses mediasi dalam kasus 

kecelakaan lalu lintas agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan 

dijadikan sebagai dasar hukum bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan 

mediasi. 
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